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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang  
Melihat kondisi ril masyarakat kita terutama masyarakat kecil yang dari 
sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat 
rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan 
pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-
kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal 
dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem 
kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka.  
Menyikapi kecenderungan tersebut, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan yang sangat berarti bagi umat Islam yang sebagian besar ingin 
bermuamalat secara Islam, yaitu dengan dirintisnya lembaga pembiayaan BMT 
(Baitul Maal wat Tamwil). Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan 
pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini 
menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi 
masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung 
dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan 
ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi 
keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. 
Menurut Kina (2008:19) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya 
merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam 
bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana masyarakat dan bersifat 
nirlaba (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat 
profitmotive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak tiga dan 
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penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang 
dijalankan berdasarkan prinsip syari’at. Pembiayaan merupakan salah satu tugas 
pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana atau uang dari pihak 
lembaga keuangan (BMT) kepada pihak lain (nasabah) dengan tingkat 
pengembaliannya dilakukan mengangsur secara bertahap dengan syarat-syarat 
tertentu dan dengan waktu yang telah ditentukan. 
Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar lembaga 
pembiayaan yang sedang berkembang merupakan suatu yang didambakan. 
Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang 
didambakan adalah pembiayaan dengan portofolio sehat dan tumbuh sesuai 
kebutuhan pasar. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali 
setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh. 
Hal yang muncul justru permasalahan pembiayaan. 
Setiap lembaga keuangan yang memberikan kredit atau pembiayaan 
pasti memiliki resiko, salah satunya adalah pembiayaan tersebut akan menjadi 
bermasalah atau pembiayaan dimana pihak nasabah tidak memenuhi 
persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian 
pokok pembiayaan, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan 
agunan dan sebagainya. Adanya pembiayaan bermasalah akan menyebabkan 
menurunnya pendapatan BMT, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan 
laba yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro.  
Menurut Tobing (2009:62) tindakan bank dalam usaha menyelamatkan 
dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi 
kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan 
kredit bermasalah ada strategi yang ditempuh yaitu melalui jalur non litigasi dan 
jalur litigasi. Penyelesaian dengan jalur non litigasi yaitu dilakukan melalui 
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perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-
syarat dalam perjanjian pembiayaan. 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan hukum 
tidak akan digunakan oleh pihak BMT apabila pihak nasabah mempunyai itikad 
baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Namun apabila nasabah setelah ditegur 
dan dihubungi oleh pihak BMT ternyata menunjukkan sikap dan perilaku yang 
tidak kooperatif seperti memberikan janji-janji kosong serta sering kali tidak 
memenuhi panggilan atau menghindar bila didatangi ke tempat ia bekerja 
maupun kerumahnya, maka pihak lembaga keuangan (BMT) akan menempuh 
upaya melalui pendekatan hukum tanpa meminta persetujuan dari debitur 
sebelumnya. Menurut Tobing (2009:62), adapun cara penyelesaian pembiayaan 
bermasalah yang dapat dilakukan atas kasus tersebut yaitu dengan jalur litigasi 
yaitu melalui eksekusi dilakukan antara lain melalui pengadilan, pengadilan 
Niaga, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan melalui Lembaga Paksa 
Badan. Hal ini ditempuh jika pihak lembaga keuangan atau BMT telah 
memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan nasabah, 
sehingga mata rantai hubungan antara pihak lembaga keuangan atau BMT 
dengan nasabah telah terputus. 
Akan tetapi, penyelamatan dan bagaimana cara dan upaya yang dapat 
ditempuh oleh pihak BMT dalam menyelamatkan dan menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah antara pihak BMT dan nasabah atau hanya pihak 
internal BMT dan nasabah, tanpa harus melibatkan pihak ketiga seperti mediator, 
arbiter, atau lembaga penyelesai sengketa lainnya yaitu dalam Islam dikenal 
dengan cara kekeluargaan. Baik sebelumnya pada saat akan mengalami tahap 
bermasalah dimana pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan 
apabila tidak bisa maka akan diakad ulang. 
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Sesungguhnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melalui 
prinsip kekeluargaan dalam Islam memang memegang peranan sangat penting 
dalam proses transaksi syariah khususnya dimana dapat menjunjung tinggi nilai 
kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh 
mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ia selaras dengan saling 
bantu-membantu dan toleran di kalangan sesama insan bagi tujuan meringankan 
beban golongan yang berada dalam kesusahan dan memerlukan. Serta 
menghindari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus 
permusuhan di antara pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa akan dapat 
diakhiri. Jelas disini bahwa Islam merupakan satu agama yang menyediakan 
ruang dan jalan penyelesaian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh umat 
manusia. 
Islam adalah agama yang komprehensif yaitu Islam mempunyai ajaran 
yang lengkap dan sempurna (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan 
Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual 
(ibadah murni), tetapi juga aspek muamalah termasuk masalah pembiayaan atau 
utang piutang. Dalam perspektif Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah 
atau utang piutang yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam 
Al Qur’an berikut: 
Artinya: 
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, 
itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah [2]: 280) 
 
BMT Al-Amin adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang 
berlandaskan pada asas-asas syariah. Sesuai dengan salah satu prinsip BMT 
yaitu prinsip kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas 
kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
diterapkannya prinsip kekeluargaan ditinjau dalam syariat Islam. Penelitian ini 
berjudul “Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah Pada BMT Al-Amin Makassar”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dari 
penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan dalam 
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-
Amin Makassar. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan 
mengenai penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin di Makassar. 
2. Bagi BMT Al-Amin Makassar 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan 
pertimbangan khususnya dalam menangani penyelesaian pembiayaan 
bermasalah di masa yang akan datang. 
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3. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 
pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti 
selanjutnya. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan 
berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan 
sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori- teori yang 
digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari 
perkuliahan maupun sumber yang lain. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan 
data, jenis dan sumber data, metode analisis data. 
BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang 
berisi tentang profil perusahaan serta hasil penelitian dan 
pembahasan yang berisi hasil temuan dan analisis data yang 
mencakup bagaimana penerapan prinsip kekeluargaan menurut 
syariat Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 
BMT Al-Amin Makassar. 
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BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian dari 
penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari pembahasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 
penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin 
Makassar telah menerapkan prinsip kekeluargaan sesuai syariat Islam untuk 
menegakkan ekonomi syariah dengan menerapkan nilai-nilai Islam secara 
menyeluruh di segala aktivitas bisnis. Dimana prinsip kekeluargaan yang peneliti 
temukan yaitu mencakup prinsip persaudaraan (ukhuwah), prinsip tolong-
menolong (At-Taawun) dan prinsip toleransi. 
Praktik aplikasi prinsip persaudaraan (ukhuwah) yang nampak dari 
tindakan pihak BMT Al-Amin Makassar adalah tetap menjaga hubungan 
harmonis dengan nasabah dimana mengedepankan hubungan keakraban bukan 
dengan sikap antagonis atau pemaksaan, menjalin silaturohim dengan saling 
berkunjung, memberi hadiah sebagai bentuk penghargaan, dan menjalin 
komunikasi secara intensif serta saling mendoakan kebaikan. Di lain pihak yaitu 
nasabah dimana yang ditunjukkan yaitu kejujuran dalam memenuhi 
perjanjiannya namun terdapat beberapa nasabah yang bersikap tidak jujur dalam 
memberi data informasinya.  
Adapun aplikasi prinsip tolong-menolong (At-Taawun) pada pihak BMT 
Al-Amin ini tercermin dari bagaimana manfaat yang diberikan oleh lembaga ini 
dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabahnya, selain 
membantu memberikan modal usaha juga membantu meningkatkan taraf hidup 
seperti mencukupi biaya pendidikan dan meringankan bebannya. Selain itu, 
membantu dalam penambahan modal usaha dengan pertimbangan nasabah 
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memang masih layak diberikan pinjaman seterusnya untuk mendukung 
pemulihan usahanya. Di lain pihak yaitu nasabah dimana menepati janji 
menunaikan amanahnya dengan wajib membayar sehingga akan membantu 
kelancaran operasional di BMT Al-Amin Makassar, selain itu membalas kebaikan 
dengan kebaikan dimana hal ini nasabah mendapatkan pinjaman pembiayaan 
maka seyogyanya ia membalas dengan membantu menunaikan kewajibannya 
membayar sehingga dapat membantu memberi kebaikan kepada yang lain sama 
membutuhkan pembiayaan serupa. 
Sedangkan aplikasi prinsip toleransi yang ditunjukkan oleh pihak BMT 
Al-Amin Makassar adalah menagih dengan cara yang baik dengan bertingkah 
laku baik sesuai adab dan etika Islam seperti bermusyawarah, membicarakan 
dengan baik kepada nasabah atau keluarganya jika nasabah yang melarikan diri 
untuk mencari solusi penagihan utang nasabah tersebut. Begitupun dalam 
penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara memberikan 
tenggang waktu yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dimana 
memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Serta 
hapus buku atau hapus tagih dilakukan BMT Al-Amin kepada nasabah yang 
telah meninggal dunia jika tidak ada keluarga yang bisa bertanggungjawab 
menanggung segala utangnya.  
Di lain pihak yaitu nasabah yang ditunjukkan yaitu perbuatan 
menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan 
tidak terpuji dianggap perbuatan zalim. Namun di BMT Al-Amin itu sendiri masih 
terdapat beberapa nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan berbagai 
alasan seperti sakit dan lain-lain. Hal ini tidak termasuk menzholimi kepada pihak 
BMT selama penundaan pembayaran di komunikasikan dengan pihak BMT. 
Serta ada nasabah mempunyai iktikad baik dengan memberitahukan atau 
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melapor kepihak BMT jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan atau 
masalah internal nasabah. 
Kesimpulan lain yang ingin peneliti sampaikan adalah bahwa dari 
hasil penerapan prinsip kekeluargaan berdasarkan syariat Islam tersebut 
mempengaruhi angka tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Al-
Amin Makassar. Dimana menunjukkan angka persentase pembiayaan 
bermasalah minimal dibawah 5 % dan terjadi penurunan jumlah nominalnya dari 
tahun 2010 sampai 2012, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian di bab 
sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan prinsip 
kekeluargaan tersebut memberi dampak positif bagi keberlangsungan dan 
perkembangan BMT kedepan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 
diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah ketidakjujuran 
nasabah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang 
dibutuhkan pihak BMT Al-Amin Makassar. Untuk itu, BMT Al-Amin Makassar 
sebaiknya tidak hanya mengetahui karakter nasabah saja, akan tetapi juga 
harus menganalisis secara akurat mengenai keadaan perekonomian, 
kemauan dan kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan memiliki 
pengawasan yang lebih kepada nasabah untuk menghindari pembiayaan 
bermasalah. Selain itu, BMT harus lebih teliti pada saat awal akad pemberian 
pembiayaan dan memberikan penjelasan kepada para nasabah tentang 
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pentingnya kejujuran serta bahayanya tidak membayar utang dan menunda-
nunda pembayaran. 
2. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pendampingan 
terhadap nasabah juga perlu dilestarikan karena hal ini merupakan salah satu 
strategi yang bisa dilakukan BMT Al-Amin Makassar untuk menghadapi risiko 
yang terjadi. Selain sebagai bentuk pengawasan, hal tersebut juga bisa 
mempererat hubungan kekeluargaan dengan para nasabah.  
3. Untuk kelancaran pembiayaan agar tidak terjadi risiko BMT Al-Amin 
Makassar perlu merutinkan melakukan pelatihan atau pembinaan-pembinaan 
pengembangan usaha bagi nasabah yang kemampuan dalam usahanya 
kurang, agar pembiayaan yang telah diberikan tidak sia-sia. 
4. Diharapkan agar lebih mensosialisasikan keberadaan perusahaan khususnya 
di lingkungan sekitar kantor. Melihat lokasi kantor yang strategis untuk 
memungkinkan peluang bagi BMT Al-Amin Makassar mengenalkan produk-
produknya dan mengenalkan perusahaan yang berbasis syariah. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan waktu dan 
keterlibatan peneliti pada objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh 
terbatas. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian sehingga tidak 
bisa mewakili lembaga-lembaga BMT yang lain, khususnya di Makassar. 
